ACEH SINGKIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 2. TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI QANUN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

: a. Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun

Kabupaten Aceh Singkil tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-01 Tahun 2016 tanggal 9
Februari 2016 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten
Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang
Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas

perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

1. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ’

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemermtahan Aceh
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);




I1.

12

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaiman telah dirubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).,

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dn Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan




Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tamabahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyususnan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5104);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggarqan Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggargan
Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2016;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Alokasi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Alokasi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor
2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48)

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  PIMPINAN DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN RANCANGAN
QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI QANUN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016

Bahwa Penetapan Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Qanun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2016 menjadi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016, selama tidak
terdapat kegiatan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Umum,
Peraturan Perundang — Undangan yang lebih tinggi dan  Peraturan Daerah
lainnya;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada tanggal 17 Februari 2016
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKY
KABUPATEN ACEH SINGKIL
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